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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Hasil dari perhitungan bobot dan rating matriks SWOT yang dilakukan 

dapat dilihat sebagai berikut : 

b.   Strength (Kekuatan), 

 
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP merupakan 

kekuatan terbesar dengan skor 0,42 yang dimiliki oleh pemerintah 

Kota Kupang, dengan mempertahankan kekuatan ini diharapkan 

akan dapat meningkatkan capaian opini WTP. 

c.   Weaknes (Kelemahan), 

 
Untuk kelemahan Kota Kupang memiliki kelemahan dengan nilai 

skor 0,24. Hal ini berkaitan dengan SDM yang dimiliki oleh Kota 

Kupang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan dan 

teknologi, yaitu jumlah dan  pendidikan pegawai. 

d.   Opportunity (Peluang) 

 
Dengan skor 0,37 berkaitan dengan Permendagri No. 19 Tahun 

 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, peraturan ini 

dapat menjadi pedoman bagi pemeritah Kota Kupang khususnya 

dalam pengelolaan asset daerah. 

e.   Threat,  Komunikasi  efektif  antara  Pemerintah  Daerah  dengan 
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DPRD dengan skor 0,33. 

 
2.   Hasil  interaksi  IFAS  –EFAS  yang  menghasilkan  alternatif  strategi, 

bobot paling tinggi adalah Strength–Threat (ST) dan (SO) Strength–

Opportunity (SO) dengan nilai 3.84 untuk ST dan 3.54 untuk SO,yang 

dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk

 mengatasi   ancaman   dan   memanfaatkan   peluang   dengan 

alternatif strategi yang di tawarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

(a). Membuat Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

yang sudah dilakukan harus bersifat berkala, sehingga diharapkan 

dengan bimtek yang bersifat rutin dan berkala akan dapat menambah 

ketrampilan, informasi dan mengupdate secara teratur perkembangan 

tentang     Sistem     Informasi     Pengelolaan     Keuangan     Daerah. 

(b). Memperkuat peran SPI sebagai unit audit Internal dengan 

penambahan jumlah auditor pada Inspektorat Kota Kupang.. (c). 

Pembentukan   Tim   Tindak   Lanjut   Temuan   BPK   melalui   Surat 

Keputusan Walikota sebagai upaya tindak lanjut penanganan temuan 

BPK dan (d). Melakukan  komunikasi yang baik dan efektif antara 

Pemerintah  Daerah  dengan  DPRD  dengan  melakukan  pertemuan 

secara berkala. Komunikasi yang baik dapat memudahkan untuk 

dilakukan   koordinasi   berkaitan   dengan   keuangan   daerah,   dan 

pertemuan yang bersifat berkala dapat menjadi wadah (media) untuk 

menetapkan kebijakan berkaitan dengan keuangan daerah. 

3.   Peluang utama bagi Pemerintah Kota Kupang dalam pencapaian opini 
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WTP pada penerapan standard akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

adalah terbitnya peraturan-peraturan tentang standard akuntansi 

pemerintah beserta petunjuk teknisnya antara lain PP No. 71 Tahun 

2010, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Buletin Teknis No. 18 tentang 

Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual, serta bimtek dan sosialisasi 

dari pemerintah pusat. 

5.2  Saran 

 
Berdasarkan  hasil penelitian dapat diberikan beberapa rekomendasi bagi 

 
Pemerintah Kota Kupang yaitu sebagai berikut : 

 
a. Pemerintah  Kota  Kupang  disarankan  untuk  segera  melakukan 

pengembangan  sistem  informasi  laporan  keuangan  dan  system 

management aset yang terintegrasi dengan seluruh SKPD karena 

kemampuan sistem informasi untuk menyediakan data yang dapat 

dipercaya, akurat, dan up to date secara efektif,   dengan fokus pada 

rekonsiliasi dan inventarisasi asset merupakan pendukung utama 

pelaksanaan dan kegunaan sistem manajemen akuntansi. 

b.   Pemerintah Kota Kupang disarankan untuk melakukan monitoring guna 

memperkuat fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam 

mengawal pelaksanaan kegiatan SKPD agar sesuai dengan SPI terutama 

pelaksanaan Peraturan Walaupun Pemerintah Kota Kupang. 

c. Untuk pencatatan piutang pajak disarankan untuk menggunakan 

pengembangan aplikasi pajak berbasis Local Area  Network (LAN) yang 

memadai      sehingga   data   piutang   pajak   tersinkronisasi   data   antara 
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Bendahara Penerimaan,  Bidang Pengawasan  dan  Pengendalian,  dengan 

 
Bidang Pajak dan Retribusi. 

 
d.   Pemerintah Kota Kupang disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap 

Laporan Keuangan BUMD dan  setiap bulan dan melakukan perbaikan 

kinerja operasional KPN Maju dan PT Sasando dengan sistim manajemen 

organisasi dan sumber daya manusia yang baik. 
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